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ABSTRAK 

 

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan adanya jaminan atau agunan kredit yang 

dibebani hak tanggungan sebagai upaya perlindungan bagi kreditor dalam hal 

pemenuhan pelaksanaan kewajiban dari debitor. Dalam proses pengajuan 

pemberian kredit, debitor diharuskan menyertakan KTP dan KK sebagai salah satu 

syarat identitas pribadi debitor dalam hal pengajuan kredit, serta dalam hal jaminan 

perjanjian kredit dapat menyertakan AJB Tanah sebagai bentuk agunan yang dapat 

dibebankan hak tanggungan, namun salah satu debitor PT. BPR Artha Kanjuruhan 

Pemkab Malang telah menggunakan AJB Tanah dan KTP serta KK palsu dalam hal 

pengajuan kredit. 

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui keabsahan perjanjian kredit yang 

menggunakan akta otentik palsu sebagai jaminan piutang dan untuk mengetahui 

pertanggung jawaban hukum perseorangan atas perbuatan melawan hukum 

terhadap PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan 

data menggunakan data sekunder, kemudian dilakukan analisa data yang 

menggunakan metode analisis kualitatif yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk karya ilmiah untuk menjawab rumusan masalah dan judul yang disusun. 

Hasil penelitian atas permasalahan ini membuktikan bahwa berdasarkan Putusan 

Pengadilan Kepanjen Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Kpn hakim memberikan sanksi 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kepada debitor karena telah 

terbukti melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan data 

yang juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena terpenuhinya 

unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 

Kesimpulan atas hasil penelitian ini keabsahan perjanjian kredit yang menggunakan 

akta otentik palsu sebagai jaminan piutang dinyatakan tidak sah dan batal demi 

hukum karena tidak terpenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta 

pertanggung jawaban hukum perseorangan atas perbuatan melawan hukum 

terhadap PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang dapat digugat dengan 

penggantian kerugian karena termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan dengan unsur kesengajaan dan telah merugikan kreditor dalam jumlah 

yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. 
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